
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SIDOARJO 


PERATURAN DAERAR KABUPATEN DAERAll TINGKAT II SIDCARJO 

NOMOR 7 TA!lUN 1994 


TENTANG 
PAJAK KENDARAAN TIDAl< BERMOTOR 

DENGAN RAJW.AT TUHAN YANG MAl-IA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

Menimbang 	 bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerab 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoano Nomor 7 tahun 
1974 tentang Pajak Kendar~an Tidak Bermotor, disah­
kan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
tanggal 15 Juni 1976 Nomor Pem.10 /25/18-236, 
diundangkan dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bidoarjo tahun 1977 Nomor 1 Sari A pada 
tanggal 6 Januari 1977, yang telah di ubah pertama 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Nemer 9 tahun 1988, sudah tidak sesuai 
lagi, maka dipandang parlu untuk dicabut untuk 
disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, serta 
menetapkan ketentuan- ketentuan dimaksud dalam suatu 
Peraturan Daerah. 

Mengingat 1. 	Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. 	 Undang undang Nemer 12 t ahun 195C tentang Pem ­
ben~ukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, Juncto 
Undang- undang Nemer 2 tahun 1965 tentang Per 
ubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Ti ngkat II surataya j 

3. 	 Undang- undang Nornor 11 Drt tabun 1957 tentang 
Pe:ratu::ran Umum Pajak Daerah i 

4. 	 Undang-undang Nemer 1') tahun 1959 t entang 
Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 

5. 	 Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 
Undang- undang Hukum Acara Pidana i 

6. 	 Per~turan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 i 

7. 	 Peraturan Mantsri Oalam Negeri Nemer 14 tahun 
1974 tentang Bentuk 	reraturan Daerah ; 
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S. 	Peraturan Daerah Kabupatan Daerah Tlngkat II 
S:doarjo Ncrnor 6 tahu;1 1976 tentang Cara 
men]alankan penaglhan Pajak dan Retribusi dengan 
surat pnk.sa ; 

9. 	Peraturan Daarah Kabupatan Daerah Tingkat II 

Sidouno rlomor c tahun 1988 tentang Penyidik 
Peg;r..:ui tlegeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupatan Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

Dengan persetujuan Dawan Parwnkilan Rakyat Daarah Kabupaten Daerah 
Tingkat II S1doarJo, 

tlenetllpkan 	 PEnATURAN DAERAI! KABUl'ATEN DAERAII TINGKAT II 
SIDOA!lJO TENTANC PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR. 

B A B I 

KETENTUAN UMU~I 

Pas<Al 

Dalam reraturar. Daerah ini, yang dlmaksud 
dengan 
a. 	Daerah, adalah Kabupaten D<~erah Tingk<~t 

Sidoar]o 
b. 	 Pemerintah Daerah, adalar. remer~ntah Kabupateu 

D.:;erah T1ngkal rr sidoarjo 
c. 	Kapala Oaerah, adalah Bupat1 Kepala Daerah 

Tingkat II Sldoarjo ; 
d. 	 Kandaraan, adalah kendaraan tidak bermotor y.:;ng 

digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan 
e. 	Pajabat yang ditunjuk, adalah rejabat di 

Lingkungan remerintah Daerah yang ditunjuk oleh 
Kapala Daerah ; 

B A n II 

KETENTUAN ~·IAJ lll PAJAK 

PilSill 2 

Wajib Pujak, adalah setiap pemilik kendaraan 
yang bertempaL t1nggal di Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sidoarjo. 

l'asal 3 

At.as pemilikan kendaraan dirnaksud dalwu 
Pasal 2 Peraturan Dae=ah i~i, dlkenakan rajak. 
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Pasal 4 

Pengenaan rajak dimaksud dalam rasal 3 
~eraturan Daerah 1n1 dikecualikan bagi : 
a. 	 Kendaraan yang ber;alan di atas rel, kereta anak, 

kendaraan yang dianggap sebagai permainan anak­
anak dan gerobak kecil baroda dua yang diperguna­
kan di gudang gudang ; 

b. 	Kendaraan baru yang merupakan persed:..aan 
pengusaha atau pedagang kendaraan ; 

c. 	Kendaraan yang dikuasai atau d1milik1 oleh 
Pem~rintah Daerah atau Instunsi DinQs lai~nY"· 

B A B III 

KETBNTUAN PAJAK 

rasal 

Besarnya PaJak dimaksud dalam Pasal 3 
Peraturan Daer~h ini, untuk setiap kendaraan dalam 
sa~u tahun, adalah sebagai berikut 
~ a. 	Sepada, se!:;ssar Rp. 500,00 , .

{ ..L.1ma ratus rup1ah ) 
... Becak, se!Jesar Rp. 1.000,00 

{ ser1bu rupiah ) 
Uo 

~ 
... 0 	 Dck.~r, .sebesar Rpo 1.000,00 

( seribu rupiah l 
d. 	Cikar ditarik satu hawan, sabasnr Rp. 750,00 

( t.ujuh ratus llmu puluh rupiah ) 

0vo 	 Cikar ditari:t clua hawan, sebesar Rp. !.000,00 
( seribu rup1ah ) 

f. 	Gledekan, sebes~r Rp. 500,00 
( lima ratus rupiah ) 

g. 	 Becak tidak diparg~nakan untuk 
mengangkut penumpang, sebesar Rpo 500,00 
( lima ratus ru~iab ). 

Pasal c 

Hasil penar~kan P<ajilk dimaksud dalam rusal 5 
Peraturan Daernh 1n1 d~satorkan ke Kas Daeraho 

rasal 7 

(1) 	Atas pembayaran Pajak di maksud dalam rasal 5 
reraturan Daerab ini, kepada wajib Pajak diberi ­
kan tanda bukti pembayaran/penning ; 

(2) 	Bentuk, Ukuran dan Warna pen~ing dimaksud pada 
aya: (1) Pusal ini, ditentuk~n cleh re~erintah 
Dae':"ah ; 
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(3) 	Tanda oukti pembayaran/penning dimak~ud pada 

ayat (1) rasa! ~n::., harus d::.tempelkan pada 
kandaraan yang C.1baya::r pajakuya olah ~aJlb ~ajak 
di tempat yang Jelas dan mudah dil1hat. 

B A B IV 

KBTENTUAN PIDANA 

rasal 8 

Pelanggaran terhadap keten~uan dimak~ud dalam 
Pasal 3 reraturan Daerah ini, diaa.cam den;an hukuman 
kurungar. sal~~~ lumanya 3 ( tiga ) bulau attu denda 
~ebanyak banyaknya ~p . 50.000,00 ( lima puluh 
ribu rup::.nh ). 

B A 	 D V 

KETlWTUAtl l'ENYIDIKAN 

I'asal 9 

( 1) Se!ain oleh rejab~t Pe~yidik Umum, rsnzidikan 
atas tindak pidana sebagal~ann dllnak~ud dalam 
rasal 8 , I"erClturan Daerah ini, Cilaku~an oleh 
PEjabat r'e;"Jr·idik Pegawai Neger1 Slpll di 
Lingkungan remerintah Daerah, yang pengangkatan­
ny~ ditetapknn sesuai den;an rernturan 
rerundang-undangan yang berlaku ; 

(2) 	Oalam melaksanakan tugas penyidiknn, renyidik 
Pegawai neaeri Dipil sabagaimana dimaksud ayat 
(1) 	Fasal 1nl berwewenang 
a. 	menerima laporan atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya tindak p~dana 
b 	 melakukan tlndakan pertama pada saat itu dl 

tempat kejadlan serta melakukan ~emeriksaan ; 
c. 	 menyuruh secrang tersanqka da~ ffiamerik~a 

tanda pen9enul d1r1 tarsangka ; 
G. melakukan panyltaan benda a tau surat ; 
c , mengambll sidik jar1 dan memotret seseorang ; 
f. 	~emanggil seseorang untuk diden9ar dan 

diperiksa sebaga1 tersangka atau saksi ; 
g. 	mend<lt;mgknn orang ahli i'ang dipellukan dalam 

hubungDnnya dengan pemer1ksaan perkara ; 
b. 	menghentikan penyidikan setelah mendapat 

petun)uk dari rany1d1k Umum bahwa tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tarsebut 
bukan morupakan tindak p1dana dan selanju~nya 
melalui Penyidik Umum rr.ember1tahukan hal 
te4sebut kapada renuntut Umum, tersangka a~au 
keluar;anra ; 
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~. 	 mengadaka:< t1ndakan l<:in o..emu:ut huku;;; ;·ang 
da?at dlpertanggungja~abkan. 

l3 A B VI 

KETENTUA~I PZRAL! !IAN DAN PENUTUP 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan Daera~ 1ni, makn 
reraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tlngkat TT 

Zldcar)o Nomor 7 tahun 197~, Ju~c~o Nomo:- 9 
tahc~ 1938 tentang PaJak Ke~daraan T~dak 

Bermotor, dinyatakan d1cabut dan t1dak berlaku 
1agi. 

rasa! ll 

Hal hal yang belum d1<1tu · dalam Peraturan 
Daerah ini sepanjang mengenal pelaksann~nnya akan 
diatur lebih lan)ut oleh Kepal~ Daerah 

Pusal 12 

Peraturan Dnerah 1n1 mulai berlaku padn 
tanggal diundangkan. 

Agar supaya set lap or-an; dapat. me:lgetahuini·a, 
memer1ntahkan Pengundangan Peraturan Daernh ini 
dengan penempatannya dalam Lambaran Daarah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidonrjo. 

Cldoar)O, runri 1?94 

.I 
II 	SIDOARJO 

-
l -.. M 0 



P Z N J E L A S A N 

PERATURM; DAERAil KABUPATEN DAERAH TI~rGKAT I I SIDOARJO 


~IOMOR 7 TAHUti 1994 

TENTANG 


PAJAK KEtrDARAAN TIDAK BERMOTOR 


I'ENJ_ELASAN UMUll : 

Bah\>:a Peratur-an Daerah 1n1 adalah merupak~n pene ~apar. 
kembali Peraturan Daerah Pajak Kenduruan tak berrnotor, sehag~imana 
d1~tur dalam reraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II SldoarJO 
Nomor 7 tahun 1~71 

Penetapan kembali Peraturan Daerah ini, diperlukan meng1n 
gat sudah tidak S€sua~ lagi dengDn keadaan dewasa 1n1, sehlnggo 
perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah T~nqkat 

II ZidoarJo Nemer 7 tahub 1977 tentang Pajak Kendaraac :ak Bermo 
tor, basertu perub~hannya dan untuk sela~jutn;-a diattlr kemball 
ketentuan ketantuan mengena1 Pajak Kendaraan Tidak Dermotor di 
Kabupaten Daarah Tingkat II Sidoarjo dengan menuangkan dalam 
reraturan Daerah. 

PEt!JELA~AN PA~~L_DE}ii_ PASAL : 

Pasal 1 s/d 3 Cukup Jelas 
Pasal 4 huruf a/s ~ Cukup Jelc:s 

huruf c yan; dimaksud dalam hnl ~~l adalah 
kandaraan ya~g dipakai untuk di~as. 

rusal 5 s/d 13 Cukup jelas 

coc 



